
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian yang

penulis laksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengawasan pasar tertib ukur terdapat 3 tahap yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Tahap ini memuat penetapan guna pelaksanaan pasar tertib ukur

berupa susunan program serta segala ha yang memuat pasar tertib

ukur.

b. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan ini bertujuan untuk memantau bagaimana

pelaksanaan pasar tertib ukur yang kegiatannya berupa monitoring

penggunaan UTTP oleh Dinas Koperindag.

c. Tahap Penertiban

Tahap penertiban ini dilakukan sebagai benuk upaya tindak lanjut dari

kegiatan sosialisasi dan monitoring oleh Dinas Koperindag kepada para

pedagang di pasar.

2. Pengelolaan pasar tertib ukur belum terlaksana sesuai dengan perencanaan

dan aturan yang berlaku karena terkendala oleh hal-hal berikut ini:

a. Masalah penertiban alat ukur

Sosialisasi mengenai pasar tertib ukur hingga larangan penggunaan

Timbangan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional dalam transaksi

perdagangan telah kerap kali dilakukan oleh petugas bidang perdagangan



Dinas Koperindag. Namun demikian kurangnya kesadaran masyarakat

membuat pengelolaan pasar tertib ukur ini menjadi tidak maksimal. Hal

ini juga berlaku pada teguran serta pemberian stiker pada timbangan

pedagang yang tidak ditanggapi secara serius oleh pedagang. Meski

larangan penggunaan Timbangan yang tidak sesuai dengan Standar

Nasional untuk berdagang telah diketahui pada umumnya oleh para

pedagang pasar namun masih banyak yang tidak menghiraukan hal itu.

Masih banyaknya pedagang yang mengelak dan beralasan banyak hal.

Pedagan lebih mementingkan harga dibandingkan jaminan kebenaran

dalam hasil pengukuran. Terlebih larangan tersebut tidak menimbulkan

efek jera untuk tidak menggunakan kembali timbangan tersebut.

b. Lemahnya regulasi pasar tertib ukur

Dalam pengelolaan pasar terib ukur di Pasar Batusangkar yang

dikelola secara langsung oleh Dinas Koperindag pada bidang

perdagangan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Namun

dalam pelaksaanannya terdapat beberapa kendala yang menghambat

pengelolaan pasar tertib ukur tersebut. Berdasarkan observasi penulis

maka penulis menyimpulkan bahwa lemahnya regulasi pasar tertib ukur

ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

aturan hukum tersebut. Terlebih masih banyaknya pedagang yang

bahkan belum mengetahui alasan harus menggunakan timbangan besi

yaitu yang sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hasil pengamatan

penulis ketika melakukan observasi turun ke pasar bersama tim



pengawas bidang perdagangan Dinas Koperindag dapat disimpulkan

bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal yaitu ketidaktegasan dari

Dinas Koperindag. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang

yang menggunakan alat ukur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku namun tidak ditindaklanjuti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan pasar tertib ukur di

Pasar Batusangkar, berikut beberapa saran dari penulis:

1. Dalam pengelolaan pasar tertib ukur terdapat beberapa tahap-tahap

pengelolaan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat

dikatakan bahwa setiap tahap itu seharusnya dijalankan lebih teliti dan

efisien lagi. Hal ini kemudian yang menjadikan pengelolaan pasar tertib

ukur tersebut berjalan dengan baik.

2. Mengenai kendala-kendala yang menghambat pengelolaan pasar tertib

ukur seperti masalah penertiban alat ukur serta lemahnya regulasi

mengenai pasar tertib ukur, penulis berpendapat bahwa seharusnya perlu

koordinasi berupa diskusi antar Dinas Koperindag sebagai pengelola

pasar tertib ukur dengan para pedagang di pasar. Selain itu juga

dibutuhkan penyuluhan yang lebih intens kepada para pedagang

mengenai pasar tertib ukur sehingga dapat membantu terlaksananya

pengelolaan pasar tertib ukur dengan baik.


